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PUTUSAN
Nomor 1424/Pdt.G/2024/PA.Pas.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PASURUAN

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama telah

menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pasuruan, 12 September 1982, umur
41 tahun, agama lIslam, pendidikan terakhir Belum Sekolah,
pekerjaan Tidak bekerja, tempat kediaman di Kabupaten
Pasuruan, sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pasuruan, 06 April 1979, umur 45 tahun,
agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Nelayan,
tempat kediaman di Kabupaten Pasuruan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 02 September 2024
telah mengajukan gugatan cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Pengadilan Agama Pasuruan, Nomor 1424/Pdt.G/2024/PA.Pas., tanggal 02

September 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Mei 2009, Penggugat dan Tergugat telah
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
pada Kantor Urusan Agama (KUA) sebagaimana sesuai dengan Kutipan
Akta Nikah, tertanggal 27 Mei 2009;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di
rumah kediaman bersama selama 14 tahun 8 bulan dan belum di karuniai

anak;
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3. Bahwa sejak Agustus 2023 keadaan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran disebabkan karena :

a. Bahwa Tergugat selingkuh dengan wanita lain yang bernama mama
ana yang berasal dari Rowogempol yang Penggugat ketahui dari
teman Penggugat;

b. Bahwa Penggugat sudah mencoba bersabar dan mengingatkan
Tergugat untuk merubah sikap, namun Tergugat tidak mau berubah;

4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat
tersebut, semakin lama semakin memuncak, akhirnya sejak Februari 2024
antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang sampai
diajukan gugatan ini sudah berjalan sekitar 6 bulan;

5. Bahwa selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah
tidak melakukan hubungan layaknya suami istri lagi;

6. Bahwa melihat keadaan rumah tangga Penggugat yang demikian ini,
Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankannya sehingga
jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat
untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,
dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama
Pasuruan kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara
ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada

Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai

berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat)
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terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;
Subsider
Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex

aequo et bono);

Bahwa pada persidangan pertama yang telah ditetapkan Penggugat
telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang
menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap
sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan
tanggal 9 September 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah
dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak datangnya Tergugat tersebut
tanpa disertai oleh suatu alasan yang sabh;

Bahwa pada sidang berikutnya, Penggugat tidak pernah hadir lagi di
persidangan, padahal pada sidang sebelumnya Penggugat telah diperintahkan
langsung dalam sidang untuk hadir pada sidang berikutnya (1 Oktober 2024)
sesuai berita acara sidang tanggal 1 Oktober 2024 tanpa dipanggil lagi melalui
surat panggilan. Selain itu Penggugat juga telah dipanggil secara resmi dan
patut dengan surat panggilan Nomor 1424/Pdt.G/2024/PA.Pas. tanggal 7
Oktober 2024 (untuk sidang tanggal 15 Oktober 2024) di tempat domisili
Penggugat, dan ketidakhadirannya tersebut tanpa disertai oleh alasan yang
sah;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua
hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai gugat yang
diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam atas dasar perkawinan yang
dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1)

huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan
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Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan
Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat yang mengajukan perkara ini mengaku
sedang terikat dalam sebuah perkawinan dengan Tergugat, kemudian
mengajukan cerai gugat yaitu agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan
putus karena perceraian, maka berdasarkan Penjelasan Pasal 49 Ayat (2)
angka 9 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan
Agama, Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan perkara ini,
karena merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini
(persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat
perdamaian kepada pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat,
karena nasehat perdamaian kepada pihak yang bersengketa merupakan
bagian dari jiwa Pasal 130 HIR, namun tidak berhasil;

Bahwa setelah persidangan pertama, Penggugat tidak pernah hadir lagi
di persidangan, padahal pada sidang sebelumnya Penggugat telah
diperintahkan langsung dalam sidang untuk hadir pada sidang berikutnya (1
Oktober 2024) sesuai berita acara sidang tanggal 1 Oktober 2024 tanpa
dipanggil lagi melalui surat panggilan. Selain itu Penggugat juga telah dipanggil
secara resmi dan patut dengan surat panggilan Nomor
1424/Pdt.G/2024/PA.Pas. tanggal 7 Oktober 2024 (untuk sidang tanggal 15
Oktober 2024) di tempat domisili Penggugat, dan ketidakhadirannya tersebut
tanpa disertai oleh alasan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 huruf C
Rumusan Kamar Agama angka 5 tentang Hukum Formil huruf a menegaskan
Pihak Penggugat /Penggugat yang pernah hadir pada sidang pertama kemudian
tidak pernah hadir lagi dua kali berturut-turut pada persidangan berikutnya, maka

permohonan/gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.;
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Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut
di atas, maka permohonan cerai gugat Penggugat aquo patut dinyatakan tidak
dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara aquo masuk dalam bidang
perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50
Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI
1. Menyatakan perkara Nomor 1424/Pdt.G/2024/PA.Pas. tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini

sejumlah Rp920.000,00 (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada
hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11
Rabiul Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami Ahmad Hidayat, S.H.l, M.H sebagai Ketua
Majelis, Fatihatur Rohmatis Silmi, S.H.I dan Ali Zia Husnul Labib, S.H.
masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim
tersebut dan didampingi para hakim anggota serta dibantu oleh Yuliyani, S.H.

sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota Ketua Majelis,

Fatihatur Rohmatis Silmi, S.H.I Ahmad Hidayat, S.H.I, M.H
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Hakim Anggota

Ali Zia Husnul Labib, S.H.

Panitera Pengganti,

Yuliyani, S.H.
Perincian biaya :

1. PNBP
a. Pendaftaran " Rp 30.000,00
b. Panggilan Pertama Penggugat - Rp 10.000,00
c. Panggilan Pertama Tergugat : Rp 10.000,00
d. Redaksi : Rp 10.000,00
2. Biaya Proses - Rp 100.000,00
3. Panggilan Penggugat : Rp 300.000,00
4. Panggilan Tergugat - Rp 450.000,00
5. Materai  Rp 10.000,00
Jumlah : Rp 920.000,00

(sembilan ratus dua puluh ribu rupiah)
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